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ABSTRAK 

Judul skripsi ini adalah “Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran 

Perizinan di Bidang Lingkungan dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja” yang menggunakan metode penelitian hukum 

doktrinal (doctrinal research) dengan pendekatan undang-undang (statute 

approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Skripsi ini 

memfokuskan pembahasan terkait rumusan masalah 1) Karakteristik izin 

lingkungan dan persetujuan lingkungan.2) Sanksi administratif terhadap 

pelanggaran perizinan di bidang lingkungan dengan berlakunya Undang-Undang 

No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diundangkan sebagai upaya 

pemerintah untuk menyerap tenaga kerja seluas-luasnya dengan meningkatkan 

investasi. Salah satu strategi untuk meningkatkan investasi tersebut adalah dengan 

penyederhanaan proses perizinan. UU No. 11 Tahun 2020 mengubah, menghapus 

serta menambahkan beberapa ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu diantaranya yaitu 

terkait perubahan nomenklatur izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. 

Selain itu, perubahan terkait ketentuan sanksi administratif terhadap pelanggaran 

perizinan lingkungan. Bahwa dalam perubahan Pasal 76 UU No. 32 Tahun 2009 

dinyatakan sanksi administratif tidak dikenakan terhadap pelanggaran persetujuan 

lingkungan melainkan terhadap pelanggaran perizinan berusaha. Dalam penelitian 

ini ditemukan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 tidak merubah substansi, tujuan 

serta fungsi perizinan di bidang lingkungan. Namun demikian, perubahan 

ketentuan sanksi administratif berkaitan dengan pelanggaran perizinan lingkungan 

dalam UU No. 11 Tahun 2020 memperkuat sanksi administratif yang telah ada 

sebelumnya. 
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ABSTRACT 

The title of this thesis is "Administrative Sanctions Against Licensing 

Violations in the Environmental Sector with the Enactment of Law Number 11 of 

2020 concerning Job Creation" which uses doctrinal research methods with a 

statute approach and a conceptual approach. ). approach). This thesis focuses on 

the discussion related to the formulation of the problem 1) The characteristics of 

environmental permits and environmental approvals. 2) The administrative 

sanctions for licensing violations in the environmental sector with the enactment 

of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation. 

Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation was promulgated as an 

effort by the government to absorb the widest possible workforce by increasing 

investment. One strategy to increase this investment is to simplify the licensing 

process. Law Number 11 of 2020 amending, deleting and adding several 

provisions in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and 

Management. One of them is related to changes in the nomenclature of 

environmental permits for environmental approvals. In addition, changes related 

to the provision of administrative sanctions on environmental permits. in the 

amendment of Article 76 of Law Number 32 of 2009 it is stated that sanctions are 

not imposed on environmental violations but for violations of business permits. In 

this study it was found that Law Number 11 of 2020does not change the 

substance, objectives and permits in the environmental sector. However, the 

provisions on administrative sanctions related to environmental licensing in Law 

Number 11 of 2020strengthens pre-existing administrative sanctions. 

Keywords:Environmental permit; environmental approval; administrative 

sanctions. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


